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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode 

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, 

menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efesiensi suatu entitas 

pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-

undangan.  

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai 

akuntabilitas dan memuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik dengan : 

1).  Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya yang telah dicapai. 

3).  Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah Daerah dalam 

mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas. 

4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah 

Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal pungutan pajak 

maupun pinjaman. 

5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah 

Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan sebagai  kegiatan yang 

dilakukan selama periode pelaporan. 
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Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan Pemerintah Daerah 

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, 

kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah. 

 

 1.2   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Pelaporan Keuangan Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2024 disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan,diantaranya adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

2. Undang-Undang  No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  No. 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  No. 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic 

Negara Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang; 

12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang; 

13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata kerja 

Kecamatan Kota Singkawang; 

 

 1.3   Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan 

terbagi atas 5 (Lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing 

bab sebagai berikut: 

 

Bab. I.    Pendahuluan. 

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.  

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan  
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Bab.II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah Dan Pencapaian 

Target kinerja APBD, 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD  

2.2 Indikator Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan.  

 

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan perangkat daerah.  

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan 

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan 

basis akrual pada Pemda. 

 

Bab IV.    Penjelasan atas informasi-informasi Non keuangan  

Bab V.   Penutup. 
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BAB II    

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target  Kinerja Keuangan 

 

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran 

realisasi anggaran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2024 dan 

perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. 

       
dalam (Rp) 

Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023 

  
  

  
 

      

PENDAPATAN 
  

 

 

  

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

    

  PENDAPATAN TRANSFER 
    

  

LAIN-LAIN PENDAPATAN 

YANG SAH 

    

BELANJA  7.834.476.439,00 7.713.563.221,00 98,46 7.374.051.248,00 

  BELANJA OPERASI 7.690.575.817,00 7.569.813.221,00 98,43 7.272.781.248,00 

  BELANJA MODAL 143.900.622,00 143.750.000,00 
 

101.270.000,00 

  BELANJA TIDAK TERDUGA 
    

TRANSFER 
  

 

 

  SURPLUS/ (DEFISIT) (7.834.476.439,00) (7.713.563221,00) 98,46 (7.374.051.248,00) 

 

Pada Tahun 2024 setelah melewati asistensi RKA oleh TAPD Kota 

Singkawang maka Kecamatan Singkawang Barat memiliki program kerja 

sebanyak 4 Program, 11 Kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hal ini tercantum dalam 

DPA SKPD Kecamatan Singkawang Barat dalam kelompok Belanja Operasi. 

Pada Perubahaan APBD Kota Singkawang, dilakukan pembenahan 

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Dalam perubahaan 

APBD Tahun Anggaran 2024, Jumlah program Kecamatan Singkawang Barat 

tidak mengalami perubahan. 

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 

dari 4 Program dan 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, sebanyak 4 Program 
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dan 11 Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan realisasi keuangan Kegiatan 

sebesar 98,46 % dan realisasi fisik terhadap pelaksanaan kegiatan sebesar 

98,46 %. 

Untuk Anggaran Tahun 2023 setelah melewati asistensi RKA oleh TAPD 

Kota Singkawang maka Kecamatan Singkawang Barat memiliki program kerja 

sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Hal ini tercantum 

dalam DPA SKPD Kecamatan Singkawang Barat dalam kelompok Belanja 

Operasi. 

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 

dari 5 Program dan 12 Kegiatan sebesar 98,76 % dan realisasi fisik terhadap 

pelaksanaan kegiatan sebesar 98,76 %. 

Dari pelaksanaan anggaran, belanja yang tidak direalisasikan dan telah 

dikembalikan pada Kas Daerah Kota Singkawang adalah sebesar Rp. 

120.913.218 

 

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang 

Telah Ditetapkan. 

 

Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2024 ini relatif tidak begitu 

berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas 

tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan 

belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran daerah terhadap siklus 

pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta penemuan terhadap 

sistem dan prosedur yang memenuhi karakteristik keuangan daerah yang 

masih belum sempurna dan terus di kaji ulang. Beberapa permasalahan dalam 

pengelolaan keuangan daerah antara lain: 

a. Terdapatnya perbedaan persepsi pada pemahaman peraturan-peraturan dalam 

pengelolaan keuangan yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

b. Kemampuan Sumber Daya manusia (SDM) kurang baik terutama dalam 

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan . 

c. Penyajian data aset yang harus disajikan secara benar dan lengkap tidak 

didukung dengan arsip data aset barang terdahulu sehingga menyulitkan 
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penyimpan/pengurus barang dalam menyusun neraca dan inventarisasi aset 

yang tersedia. 

d. Perubahan - perubahan atas peraturan - peraturan pemerintah mengakibatkan 

setiap personil pengelola keuangan dan aset harus selalu mengikuti Diklat dan 

bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut 

dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya. 

 

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal di atas adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan koordinasi dan hubungan yang komunikatif dengan dinas/instansi 

pengelola keuangan dan barang daerah dan rekonsiliasi laporan aset dan 

keuangan secara berkala. 

b. Melakukan monitoring, pendataan dan pengamanan aset barang milik daerah 

yang berada di lingkungan Kecamatan Singkawang Barat. 

c. Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagai fasilitas penunjang dan 

pelaksana sistem pengelolaan keuangan yang efektif dalam rangka menuju good 

goverment dan good governance juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

d. Mengusulkan kepada Walikota dan pemangku kepentingan untuk mengadakan 

pembinaan dalam pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan 

kepada seluruh SKPD dan melakukan rekonsiliasi terhadap data keuangan dan 

aset secara berkala. 
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BAB III 

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

Laporan keuangan terhadap  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2024 pada akhir tahun anggaran adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-pos pelaporan Keuangan 

 3.1.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

Pada tahun 2024 terdapat aset yang dimiliki sebesar Rp 19.708.750.342,18 yang 

terdiri atas: 

a. Stock opname persediaan barang inventaris per 31 Desember tahun 2023 

senilai Rp. 686.000,00 

b. Aset tanah sebesar Rp. 16.453.572.802,00 

c. Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.502.372.519,01 

d. Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 6.059.989.618,00 

e. Aset Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 44.706.300,00 

f. Aset tetap lainnya sebesar Rp. 79.065.697,00. 

g. Terdapat akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2023 senilai Rp. 

5.430.956.593,83 

 

Pada tahun 2023 terdapat aset yang dimiliki sebesar Rp 20.049.184.097,41  yang 

terdiri atas: 

a. Stock opname persediaan barang inventaris per 31 Desember tahun 2023 

senilai Rp. 955.800,00 

b. Aset tanah sebesar Rp. 16.453.572.802,00 

c. Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.272.959.379,01 

d. Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 6.246.660.618,00 

e. Aset Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 44.706.300,00 

f. Aset tetap lainnya sebesar Rp. 62.354.725,00. 

g. Terdapat akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2023 senilai Rp. 

5.031.069.726,60 
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 3.1.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

 

Belanja yang ada pada Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2024 adalah 

Belanja operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek 

meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 

Sedangkan Belanja modal adalah Anggaran yang di keluarkan untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Kecamatan Singkawang Barat pada tahun 2024 mendapatkan anggaran 

belanja sebesar Rp. 7.834.476.439,00 yang meliputi belanja operasi sebesar 

Rp. 7.690.575.817,00 dan belanja modal sebesar Rp 143.900.622,00.  

Dalam pelaksanaan anggaran, Kecamatan Singkawang Barat 

berpedoman pada dokumen pelaksanaan angggaran (DPA). Per 31 Desember 

2024, belanja yang direalisasikan sebanyak Rp. 7.713.563.221,00 (98,46%) 

yang meliputi belanja operasi sebanyak Rp.7.569.813.221. Belanja modal 

sebanyak Rp. 143.750.000,00. 

 

3.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban 

3.2.1  Pendapatan-   LO 

Pendapatan-L.O adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota  

Singkawang yang telah diklasifikasikan menurut asal dan Jenis pendapatan yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan 

Yang Sah dengan realisasi Tahun 2024. Kecamatan Singkawang Barat tidak 

melaksanakan fungsi pendapatan. 

 

 3.2.2  Beban- LO 

Beban Lo merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar – benar 

dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2024. Beban LO diakui pada saat timbulnya 

kewajiban, terjadinya konsumsi aset  dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan 

potensi jasa Beban LO terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer dengan 

realisasi pada tahun 2024 sebagai berikut: 
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Beban Operasional LO 

Realisasi Beban Operasional LO pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.136.351.079,35 

dengan rincian sebagai berikut: 

Pendapatan Daerah-LO Realisasi 2024 

Pendapatan Hibah dari Pemerintahan Pusat-LO 81.739.783,00 

Beban Operasional Realisasi 2024 

a.Beban Pegawai 4.545.050.355,00 

b.Beban Barang dan Jasa 3.025.032.666,00 

c.Beban Bunga - 

d.Beban Subsidi - 

e.Beban Hibah - 

f.Beban Bantuan Sosial - 

g.Beban Penyusutan dan Amortisasi 379.597.058,35 

h.Beban Penyisihan Piutang - 

Pos Luar Biasa Realisasi 2024 

Defisit Non Operasional Lainnya 186.671.000,00 

JUMLAH 8.136.351.079,35 

 

Penjelasan rincian beban operasional adalah sebagai berikut : 

a. Beban Pegawai 

 Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 

adalah sebesar Rp. 4.545.050.355,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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Beban Pegawai Realisasi 2024 

Beban Gaji dan Tunjangan 3.103.808.691,00 

Beban Tambahan Penghasilan 1.287.941.664,00 

Beban Tambahan Penghasilan Lainnya 153.300.000,00 

JUMLAH 4.545.050.355,00 

 

b. Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 

2024 terealisasi sebesar Rp. 3.025.032.666,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Beban Barang dan Jasa Realisasi 2023 

Beban Bahan Pakai Habis 1.052.906.100,00 

Beban Persediaan Bahan/ Material ...................... 

Beban Jasa  1.396.073.547,00 

Beban Iuran Jaminan/Asuransi ...................... 

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor ...................... 

Beban Cetak dan Penggandaan ...................... 

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ...................... 

Beban Sewa Sarana Mobilitas ...................... 

Beban Sewa Alat Berat ...................... 

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ...................... 

Beban Makanan dan Minuman  ...................... 

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya ...................... 

Beban Pakaian Kerja ...................... 

Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu ...................... 
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Beban Perjalanan Dinas 325.799.819,00 

Beban Pemeliharaan 85.203.200,00 

Beban Honorarium PNS ...................... 

Beban Honorarium Non PNS ...................... 

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ 

Masyarakat 

165.050.000,00 

Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat ...................... 

JUMLAH 3.025.032.666,00 

 

 

c. Beban Penyusutan 

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut 

merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun 

sebelumnya. Realisasi beban penyusutan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 

379.597.058,35 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Beban Penyusutan dan Amortisasi Realisasi 2023 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 203.155.762,00 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 174.979.118,85 

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.117.657,50 

Beban Penyusutan Aset lainnya 344.520,00 

JUMLAH 379.597.058,35 

 

d. Beban Penyisihan Piutang  

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. 

Beban tersebut merupakan  selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada 
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akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Kecamatan 

Singkawang Barat tidak memiliki Piutang. 

 

3.2.3  Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan 

Operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas 

operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas dapat djelaskan 

sebagai berikut : 

1. Saldo ekuitas awal tahun 2024 adalah sebesar Rp. 20.050.484.417,41 merupakan 

saldo akhir ekuitas tahun 2024 yang merupakan saldo audited tanpa penyusutan, 

penyisihan piutang dan surplus/defisit LO. 

2. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 8.054.611.296,35) merupakan surplus/defisit atas 

kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada 

neraca Kecamatan Singkawang Barat. 

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : - 

4. Selisih Reevaluasi/Koreksi/Kapitalisasi Aset Tetap - 

5. Akumulasi Penyusutan Sampai dengan tahun Anggaran 2024, penyusutan aset 

tetap tahun lalu Kecamatan Singkawang Barat sebesar Rp. 0,12 

6. Mutasi Masuk Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp- Saldo ekuitas akhir tahun 2024 

sebesar Rp. 19.709.436.342,18. 
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BAB IV 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

KECAMATAN SINGKAWANG BARAT 

 

4.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT 

Kecamatan Singkawang Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Pasiran yang terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan & Perubahan nama 

Kecamatan di Kota Singkawang. Kecamatan Singkawang Barat merupakan 

pusat kota dan pusat Pemerintahan Kota Singkawang. 

Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata 

kerja tersebut, maka struktur organisasi Kecamatan Singkawang Barat 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang  Nomor 22  

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

a) Camat ; 

b) Sekretaris; 

c) Subbag Umum, Kepegawaian, dan Aset; 

d) Subbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan; 

e) Seksi Pemerintahan; 

f) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

    

Pada Kecamatan Singkawang Barat memiliki 4 (empat) Kelurahan yaitu 

sebagai berikut : 

- Kelurahan Pasiran; 

- Kelurahan Melayu; 

- Kelurahan Tengah; 

- Kelurahan Kuala; 
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STRUKTUR KECAMATAN SINGKAWANG BARAT 

PERENCANAAN, 

EVALUASI KINERJA, 

DAN KEUANGAN

UMUM, 

KEPEGAWAIAN, DAN 

ASET

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN

LAMPIRAN PERWAKO SINGKAWANG

NOMOR: 22 Tahun 2021 Gambar II.1

CAMAT

SUB BAGIAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PEMERINTAHAN

SEKSI

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

SEKRETARIS

SEKSI SEKSI SEKSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LURAH

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

SEKSISEKSI

PEMERINTAHAN
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DATA PERSONIL PNS 

KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2024 

NO UNIT KERJA 
Tahun 2024 

ESELON STAF JLH PNS 

1 Kantor Kecamatan Singkawang Barat 6 6 12 

2 Kelurahan Pasiran 5 3 8 

3 Kelurahan Melayu 5 3 8 

4 Kelurahan Tengah 5 4 9 

5 Kelurahan Kuala 5 3 8 

Jumlah 26 19 45 

 

DATA PERSONIL PTT/HONORER 

KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2024 

No UNIT KERJA 
Jumlah 

PTT/Honorer 
Keterangan 

1 Kantor Camat  
Singkawang Barat 

5 

Penjaga Malam, Petugas 
kebersihan, dan 
Pengadministrasian 

Umum 

2 Pasiran 2 
Penjaga Malam dan 

Petugas kebersihan 

3 Melayu 2 
Penjaga Malam dan 

Petugas kebersihan 

4 Tengah 2 
Penjaga Malam dan 

Petugas kebersihan 

5 Kuala 2 
Penjaga Malam dan 

Petugas kebersihan 

Jumlah 13  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Barat yang terdiri 

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Kertas kerja dan Catatan atas 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 ini disusun sebagai Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur 

kinerja Kecamatan Singkawang Barat secara keseluruhan. 

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat 

sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi 

lebih lanjut dari berbagai pihak yang kompeten sehingga melahirkan 

akuntabilitas keuangan dan kinerja secara benar dan wajar. 

Kami berharap tahun anggaran 2024, Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Singkawang mempertahankan Opini dari BPK-RI yaitu Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

Demikian Laporan keuangan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. 

 

 

  

 

 

 

 


























